BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPAT] JEPARA

NOMOR 577 TAHUN 2010
TENTANG

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGS| KANTOR PENANAMAN MODAL

Menimbang

Mengingat

KABLUPATEN JEPARA
BUPATI JEPARA,

bahwa dalam rangka peiaksanaan Pasal 47 ayat {1)
Peraturan Daerash Kabupaten Jepara Nomor 18
Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kenja
Lembaga Teknis Dmerah Kabupaten Jepara, maka
periu dtetapkan Penjabaran Tugas dan Fungsi
Kantor Penanaman Modal Kabupaten Jepara,

. bahwa wuntuk maksud terssbut hurut a perl

ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Dnserah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Persturan Perundang - undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Rapublik
indonesia Nomor 4388);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemenniashan Daerah (Lembaran Negara Republk
indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terskhr
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kecdua Atss Undang-Undang 32
Tahun 2004 tentang Pemernntahan Daerah
(Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2008
Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang MNomor 33 Tahun 2004 tertang
Permbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pamerintah Deerah (Lembaran MNegara Rapublik
indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambehan



BUPAT| JEPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR 57 TAHUN 2010
TENTANG

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR PENANAMAN MODAL

Mengingat

KABUPATEN JEPARA
BUPATI JEPARA,

. bahwa dalam rangka peisksanaan Pasal 47 ayat (1)

Peraturan [Cserah Kabupaten Jepara Nomor 18
Tahun 2010 tentang Orgarisasi dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Daersh Kabupaten Jepara, maka
peru digapkan Penjabaran Tugas dan Fungsi
Kanior Penanaman Modal Kabupaten Jepam;

. babwa wuntuk maksud tersebut huruf a, peru

distapkan dengan Peraturan Bupati.

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1850 tentang

Pembentukan Dserah-deerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Progin si Jawa Tengah;

Undang-Undeng Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundeng - undangan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indosasia Nomor 4389);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Deerabh (Lembaran Negara Republik
Indosssia  Tahun 2004 Nomor 125, Tambshan
Lembamn Negara Republik ndonesia Nomor 4437)
sebagaimana tsish beberapa kali dubah terakhir
dengan Undang-Uncdang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Keadua Ates Undang-Undang 32
Tahun 2004 tentang Pemadntashan Daerah
Lembaan Negara Republik indonesia Tahun 2008
Nomot 58 Tembahan Lembaran Negara Repubhk
Indoeesia  Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Penmbangan n antam Pemerintah Pusat
dan Pemedntah Dasrah (Lembaran Negara Repubik
Indongia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahar
Lenbaran Negara Republik Ihdonesia Nomes
4438}



L&

5 Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Pengnaman Modal (Lembsran Negara Repubik
Indonasia Tahun 2007 No. 87, Tambahan Lembaran
Negera Rapublk indonesia Nomor 4724},

6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1886 teniang
Jangka ‘wakitu jin Penanaman Modal Asing
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986
Nomor 32 Tambahan Lembaran Negaa Republik
indonesia Nomor 3335);

7. Peraturan Pemedniah Nomor 20 Tahun 1894 tentang
Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang ddrkan
dalam rengka Modal Asng (Lembaran Negara
Republk Indonesia Tahun 1984 Nomor 28,
Tambahan Lembaran Negara Repubilk Indonesia
Nomor 3552) Sebagaimana diubah terakhir dengan
PP Nomor B3 Tahun 2001 (Lembaran Negara
Republk Indonesia Tahun 2001 [Nomor 154,
Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4162);

8 Pemturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tantang
Kemitraan (Lembaran Negara Republk Ihdonesia
Tahun 1887 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 3718);

8 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2001 tentang
Panyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Nsgare
Republk Indonesia Tahun 2001 Nomor 621,
Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia

Nomor 4085);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penysienggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republk indonesia Tahun 2005 Nomor 185,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593)

11.Peraturan Pemeanntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pameriniahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara
Repubkk Indonesa Tahun 2007 Nomor 82
Tambahan lembaran Negara Repubiik Indonesia
Nomor 4737,

12 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daersh (Lembaran Negara
Republk Indonesia Tahun 2007 Nomor 88
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

13.Peraturan Fresden Nomor 1 Tahun 2007 tertang
Pengesahan, Pengundangan dan Fanysbariussan



| 14 Peraturan Daersh Kabupawen Jepara Nomor 3 Tabun

2000 m Urusan Pemerintahan Ynng Menmdi
Kewenangan Pemenntahan Kabupaten
Jepars (Lemberan Daerah Klbupalnn Jepara Tahun
2008 Momor 3 Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Jepsra Tahun 2008 Nomor 2).

15. Parsturan Daerah Kabupaten Jepara MNomor 18
Taun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kesa
Lembaga Tekns Daerah Kabupaten Jepara
{Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010
Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Jepara Tahun 2010 Nomor 18).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS
DAN FUNGSI KANTOR PENANAMAN MODAL KABUPATEN
JEPARA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dolam Peratucan, Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupat dan Perangkat Daerah sebagai unsur
panyelengga’s pemenntahan daerah;

3 Buati adalah Bupsli Jepara;

4 Sekretaris Daersh adalsh Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara,

5 Kantor Penanaman Modal adalah Kantor Pensnaman Modal Kabupaten

8 Kelompok Jsbatan Fungsionsl sdalah Kelompok Jabatan Fungsional yang
berada pade Kanor Penanaman Modal.

BAB N
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2

"

Susunan organisasi Kantor Penanaman Modal, terdwi dari :
1. Kepala

2 Sub Bagan Tata Ussha:

3. Seksi Fromosi dan Pengembangan Penanaman Modal,
4 Seksi Fasitas: dan Kerjasama Penanaman Modal,

5 Kajompok Jabatan Fungsional.



BAB 1l
TUGAS DAN FUNGSI)

Bagan Kesatu
Tupas dan Fungsi Kamor Penanaman Modal

Pasal 3

Kawor FPenanaman Moda mempunyar tugas melaksanakan kewenangan
Pemenntah Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan Daerah
d tidang Penanaman Modal

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana d maksud dalam pasa 3 Kantor

Pensnaman Modal mampunya fungsi :

4. perurrusan kobiakan teknis sesuai dengan Ingkup tugasnya;

b. pembadisn dukungan atas penysienggaraan pemerintahan dasrah sesusi
dengan lingkup tugasstya;

c pembinsan dan pelaksanaan tugas sesual dengan lingkup tugasnya; dan

¢ peisksanaan tugas lan yang diberikan cleh Bupsli sesus dengan wgas dan

Bagian Kedua
Kepaia
Patal 5
Kepala Kantor Penanaman Modal mempunyai tugas memimpin  dan

bertanggungiawat; atas pelaksanaan tuges dan fungsi Kantor Penanaman Modal
sebagamana dimaksud dalam Pasal J dan Pasal 4

Bacian Kat
Sub Bagan Tata Usaha
Pasal 6

(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas meiaksanakan uwusan surat
menyurat,  kearsipan, penalanan dinas, periengkapan, fumah tangga,
kepegawaian, keuangan, pemelihasaan, penyusunan program, evaluasi dan
Laporan Kastor Penanaman Moda|,

{2} Sub Bagian Tata Usaha dipempin oleh seorang Kepala yang berada di bawah
dan bertanggungiavail) kepada Kepala Kantor Penanaman Moda).



plater ar tun-u sebagamana dimaksud dalam Pasal 8 Sub

' mw
RnCeAl/ PrOQram Kageatan
J FOACENE dan program. evaluas dan pelaporan;
POEraian UNUSan UMUM dan kepagawaian, Keuangan, Perancanssn

den pelaporan

@ mangebls adMeSiras dan pembrasn pegawal

o mengeiola keuangan yang melputi menyiapkan bahan rencana anggaran
beisya kantor, pambukuan anggaran, verifikasi serta perbendaharaan;

{ mengelola adminsirasi swat menywat  penggandaan, pengarsipan,

g melaksanakan koordnasi dengan Seksiseksi guna kelancaran pelaksanaan

Tugas.

h mengolah dan maenyajkan konsep kebi akan, pedoman dan petunjuk tekrs
kepada pimpinan satuan kerja;

i menyajlkan konsep laporan kinena dan keuangan satuan kerja kepada
pimpinan satuan kerna,

j. mengoordinasikan dan melaksanakan penataan penyimpanan asip dan
dokumentas: sesuai dengan bidang lugasnys,

k mendsiibusikan tugas kepada staf sesusi bidang tugasnya untuk
mempertancar pelaksanaan kagiatan

. memberkan petunjuk kepada staf untuk sinkroni sas: pelaksanaan tugas.

m. memenksa pelaksanaan tugas stal agar dketshui tingkat efektrvitas dan
efisionsi pelaksanaan keg.wtan,

n peisksanaan tugas-tugas. [N yang diberikan oleh Kepala Kantor Penanaman

Bag.an Kaampat
Seksi Promosi dan Pengembangan Penanaman Modal

Fasal 8

(1)Seksi Promosi den Pengembangan Penanaman Modal mempunysi tugas
mengumpulikan bahan menyusun dan melsksanaken pedoman atsu petunjuk
peisksanasn pambinagn kabiskan pengambangan d bideng pengembangan
dan promosei pensnaman modalinvestas:.

{2) Seksi Promosi dan Pengembengan Penanaman Modal dipimpin deh ssorang
Kepaia yvang berada di bawsh dan bertanggungiawab kepsda Kepas Kantor
Penanaman Modal

Pasal 8

Urtuk menyelenggarakan tugas sebaga mana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1),
Seksi Promosi dan, Pengembangan Penanaman Modal mempunyai fungsi:

a. persncanaan, evailuas dan faporan d bdangnya;
b.nmmpmwmhujadmwumwm di Seksi Promom: den



6

dmpdliwnmpodamn petunjuk pelisksanasn di bidang

menphap, mecumuskan dan menyusun maten plomosi skaia Daersh;

wmrhhﬂmdbﬂmpmmidmww

¥ 1

g peisksanaan kedasama dengan lembaga pemerintah dan swasta tinghkat
lokal, regionai daliwn bideng prormosi dan pangembangan Lnvestas]

h .WMMWM;

. mendistribysikan tugas kapeda staf sesuai  bidang tugasnya untuk
memperiancar petaksanaan kegiatan;

} mamberkan petuniuk kepada staf untuk sinkronisasi pelaksanasn fugas;

k. mernerksa peiaksanaan tugas staf agar dketahu tingkat efekivitas dan
efisiens) pelaksanaan kegiatan;

. permajan bahan kebiakan pimpinan;

m. penysienggaraan kegiaten administrasi Selsi Promosi dan Pengembangan
Peananaman Modal;

N petaksanaan tugastugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor Penanaman

Modal sesusi tugas dan fungsmya.

Bagian Kefima
Seku Fandtas dan Kenasama Penanaman Modal

Pasal 10

(1) Seksi Fosilitasi dan Kerasama Penanaman Modsl mempunya tugss
mengumpulkan bahan menyusun dan psiaksanaan pedoman atau petunjuk
pelaksanaan pembinaan dan kebiakan pengembangan dibidang fatiiitasi dan
keanjasama psnanaman modal .

(2) Sexsi Fasiiiasl dan Kerjasama Penanaman Modal dipimpin oleh seormng
Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepads Kepela Kantor
Penanaman Modal

Pasal 11

Untuk menysienggarakan tugas ssbagamana dmaksud delsm Pesal 10 ayst

(1), Seksi Fauiitasi dan Kerjasama Penanaman Modal mempunyai fungsi

4. perencanaan, evaluasi dan laporan dibidangnya,

b. menyusun program kefia dan rencana kegiatan d Seksi Fasiltasi dan
Keriasama Penansaman Modal,

¢ penyusunamn  peisksansan pedoman dan petunjuk pelaksansen d bidang
fasilitani damifesma penanaman modal

d. pengkapan, psrumusan dan penyusunan kebijakan teknis pengendslian
pel aksi nasn penanaman modsl & Dabdmah;

e pengumpulan dgengolahan data kegiatan usaha penanaman modal dan
reabsasi . _neovglenanaman modal skala Daerah;

f kat—'d:r.aﬂ BHGELa gy g el 1 hdl T Yarigsaee pagananan
modal

g. bmbingan ieknis penanaman modal;

h. pelalsanasn kenasama desgan lembaga pemerintah dan swasta tingkat



M#kapodastnfunmk sinkronisasi pelaksanasn tugas;

& memecksa peisksansan tugas staf agar diketahui tingkat efekiiviias dan
efisiensi pelaksanaan kegistan;

L  pw yap bahan kebjakan pampinan;

m. penyslenggaraan kegiatan administrasi Seksi Fasiitasi dan  Kerasama
Penanaman Modal;

n. peisksanaan tugas-tugas lan yang diberikan oleh Kepala Kentor Penanaman
Modal sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12
Peraturan Bupati ni mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengeiahuinys, memerintahkan pengundangan
Paraturan Bupati ini dengan penempatannya talam Berita Dasrah.

Ditetapkan d Jepara
pada tanggal © Olupbier

BUPATI JEP
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